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A. Latar Beiakang

Cita-cita bangsa Indonesiz sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Drasar Negara Republik indonesia Tahun 1943 adalsh melindungi segenap bangsa Indoenesia
dan selurubh tumpsh darah Indonesia dan untek memajukan kesejahieraan umur,
mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosizl. Kesehatan sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum dapat diwujudkan dalam upava keschatan dalam rangka pembangunan
kesehatan secara menveluruh dan terpadu vang didukung oleh suaw sistem keschatan vang
memadai.

Kesehatan sebagal hak asasi manusia harus diwujuckan. Karena tidak dapat dipungkin
gangguan aias koscheatan pada masvarakar skan berdampak pada kerugian di bidang iain,
misalnya kerugian di bidang ekonomi vang besar bagt negara. Peningkatan derajat kesehatan
merupakan ivesiasi bagl pembangunan suatu ncgara. Di Indonesia hak atas kesehatan
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila
Jan Undang-undanng Dasar 1945, Dalam ketentuan UUD 1945 perubahan ke 2, hax
warganegara aias keschatan diatur daiam Pasal 28 H angka {1} vang menvatakan bahwa
~sctiap orang berhak hidup sejahiera, lzhir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup vang baik dan schat serta berhiek memperoleh pelayanan kesehatan”™.

-

vzizh satu upava untuk dapat diwujudkannya vemecnuhan akan hak atas kesehatan adalan
diundangkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemarrpuanr hidup sehat bagi setiap orang agar
erwujud derajar kesehatan masyarzkal vang setinggi-tingginya, sebagal investast bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk dapat

mewujudkan hal tersebut maka perlu dilaksanakannve pengelolaan keschatan vang dilaxukan
dengan membuar suam Sistem Kesehatan Nasional Hal ini diamanakan datam keteriuan
Pasal 167 avat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Keschatan. Sistem Keschatan
certyjuan untuk  meningkatkan derajat yang optimal dalam  bidang kesehatan dan
kesejahteraan vang sesual dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945
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Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua
komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin
iercapainya derajat kesehatan masyarakar vang setinggi-tingginva. Adapun vang dimaksud

dengan sehat sebagaimana diatwr dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 teniang

Keschatan meliputi keadaan schat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial va
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memungkinkan setiap orang untuk hidup produk:if secara sosial dan ekonomis. Dengan
demikian pada dasarnya sistem kesehatan azdalah bentuk dan cara penyelenggaraan
nembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu
derap langkah guna menjamin tercapainva tujuan pembangunan keschatan dalam kerangka
mevwujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahuni943. Sebagaimana diztur dalam ketentuan Pasal 167 ayat 2
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pelaksanaan sistem kesehatan
dilakukan secara berjenjang di Pusat dan Daersh. yang berarti pelaksanaan sistem kesehatan
diselenggarakan oleh Pernerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah.
Secara vuridis pelaksaanaan Sistem Keschatan Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden
No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Terbentuknya PP No. 72 tahun 2014
merupekan amanah dari Pasal 5 avat 2 UUD 1945 yang menvatakan bahwa “Presiden
menetapkan peraturan pemeriniah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya”, Peraturan
Presiden No 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional selanjutnya menjadi acuan
dalam pelaksanaa pembangunan kesehatan.
Lcbih ianjut pelaksanaan sistem kesehatan di tingkat daerah perlu juga diatur secara normezif
dalam suatu peraturan daerah. guna menindeklaniutl ketentuan dalam Undang-Undang
Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, vang menyatakan bahwa pengelolaan keschatan
dilakukan secara berjenjang dari pusal sampai daersh. Selain itu sejak diundangkannyza
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2604 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan Daersh menandal bahwa secara yuridis
beriskunya otonomi daerah. Dengan adanva otonomi daerah menjadikan beberapa
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kewenangan pemerintzh pusat vang kemudian dapar dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dengan berdasarkan pads prinsip akunzabilitas, efisiens:. dan eksternalitas serta kepentingan
strategis nasional. Penvelenggaraan otonomi daersh fersebut dimaksudkan dalam rargka
mempercepat terwujudnyva kesejahteraan masvarakat melalui peningkatan pelayanan,

nemberdavaan dan peran seria masvarakat, seria peningkatan dava saing daeragh dengan
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memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadiian, dan kekhasan suatu daerah daiam
sistem Negara Kesatuan Repubiik Indonesta.

Pembagian urusan pemerintah konkuren yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, dacrai
nrovinsi dan daerah kabupatcrykoia meliputi vrusan di bidang kesehatan. Oleh karena tidak
dapat dipungkiri bahwa pemenuhan hak atas kesehatan pemerintah baik pusat maupun dasrah
memiliki kewajiban untuk memenuhi dengan melaksangkan pengelolaan kesehatan vang

Jiselenggarakan oleh semwua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin tercapainva derajat kesehamn masvarakar yang setingg
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tingginya. Selain itu dalam rangka mencapal Millenium Development Goals (MDG's)
sebagaimana didasarkan pada hasil Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/2 Tanggal 18
September 2000 seria visi dan misi walikota Surabava sebagaimana tertuang dalam RPIMD

wn 2616-2021 maka pemerintah Koia Surgbava periu untuk menggagas Peraturan Daerah

tentang Sistermn Kesghaian Duerah. Diharapkan dengan adanya Sistem Kesehatan Daerah

iersebut dapat dijadikan sebagal dasar pembangunan kesehatan di Kota Surabayva.

Asas Pembangunan Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan untuk melaksanakan Pembangunan di sektor kesehatan. Oleh karena 1
neiaksanasnnya harusiah Gengan berpedoman pada ketentuan asas dan tujuan pembangunan
di bidang kesehaian sebagaimana diatur dalam ketenwan Undang- Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Keschatan, Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.
36 tahun 2099 tentang Kesehatan bahwa ™ pembangunan d: bidang kesehatan bertujuan untuk
meningkatken kesadaran, kemauan dan kemampusn hidup sehat bagi setiap orang agar
erwujud deraiat kesehzian masyarakar vang sctinggi- tingginva sebagal investasi bagi
nembangunan sumber dava manusia yvang produktif secara sosial dan exonomis”™,
Pembangunan keschatan haruslah dilaksanakan sesual dengan asas sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No, 36 Tahun 2609 tentang Kesehatan yang menyatakan
hahiwa “pembangunan Xesehatan diselenggarakan dengen berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaal, periindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan,
gender dan nondiskriminatif, dan norma-norma agama”™. Lebih lanjut berdasarkan penielasan

Pasal demi Pasal masing-masing azas memiliki pengertian sebagai berikut :
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Asas perikemanusiaan vang berarti bahwa pembangunan keschatan harus dilandas: atas

(T

perikemanusiaan vang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak
membedakan goiongan agama dan bangsa

Asas keseimbangan berarti banwa pembangunan keschatan harus dilaksanakan antara

kepentingan individu dan masyvargkat antara fisik dan mental serta antara material dan
spirtual

Asas manfaat berarti banwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat vang
sebesar-besarnva bagl kemanusiaan dan perikchidupan yang sehat bagi setiap warga
negara

Asas perlindungan bererti bahws pembangunan kesehatan harus dapat memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan keschatan
Asas penghormatan icrhadap hak dan kewgjiban berartt bahwa pembangunan kesehaian
dengan menghormati hak dan Xewajiban masvarakat sebagal beniuk Kesamaan
kedudukan bukum

Asas keadilan berarti bahwa penvelenggaragn kesehatan harus dapat memberikan

peievanan vang adii dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiavasan

Aszas gender dan nondiskriminasi berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak
membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki
Asgs norma  agama  berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan  dan

menghormail serta udak membedakan agama vang dlanut masvarakat.
- = o - -

Beradesrkan Peraturan Daerah Provinst Jawa timur No.o 1 Tahun 2016 fentang Sistem

E=

Kesehatan Provinsi mengatur beperapa azas sistem Keschatan antara lain :

Asas sinergisme dan kemitraan vang dinamis, bahwa Sistem Kesehatan Provinsi akan

erfungsi balk umiuk mencapat nwiuannva apabila terjadi Koordinasi, Integrasi,

F

Sinkrenisasi, dan Sinergisme {KISS), baik amar pelaku, antar subsistem Sistem
Kesehatan Provinsi, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar Sistem Kesehatan

Provinsi. Pembangunan Kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan

ang dinamis dan harmonis antara pemeriniah dan masyarakat, termasuk swasta dengan

St

mcndavagunakan potensi vang dimiliki masing-masing.
Ases komitmen dan tata pemerintahan vang baik {good governance), bahwa agar Sistem
Kesehatan Provinsl berfungsi baik, diperluken komitmen vang iinggi. dukungan, dan

kerjasama vang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penvelenggaraan
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pembangunan kesehatan yang baik (good governance). Sistem Kesehatan Provinsi

=

diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasional.

'}

profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat (akuniabel).

Asas legalitas, bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Keschatan Provinsi

L]

A
harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d.  Asas antistpatif dan proaktif, bahwa setiap pelaku pembangunan keschatan harus mampu
melakukan anhsipasi atas perubshan vang akan terjadi, yang di dasarkan pada
pengalaman masa lalu atau pengalaman yang teriadi di negara lain. Dengan mengacu
pada antisipasi terscbut, pelaku pembangunan kesehatan periu lebth proaktif terhadap
perubahan lingkungan strategis baik vang bersifat iniernal maupun eksternal.

Asas kearifan lokal, bahwa penvelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi di daerah harus
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memperhatikan  dan  menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat
meningkatkan hasti guna dan dava puna pembangunan Kesehatan, vang dapat diukur
sceara kuantitatif darl meningkamya peran serta masyvaraka! dan secara kuahtatit dari

mieningkatnva kuaiitas hidup iasmani dan rohani.

Aspek Pengelolaan Kesehatan

Schagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167 avat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan bahwa pengelolaan kesehatan dilaksanakan meialui berbagai aspek yeng
meliputt beberapa aspek antara lam ¢

Pengelolaan administras kesehaian.

£

b.  Informasi kesehatan.

¢, Sumber dayz kesehatan.

a. Upaye kesehatan.

¢. Pembiavaan keschatan.

f.  Peran serta dan pemberdayaan masvarakat.

fimu dan pengeiahuan dan tehnologt di bidang kesehatan.

r!:;

e

Pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling medukung,

4

webagzimana diatur dalam Pasal 2 ayai 2 PP No. 72 1zhun 2012 tentang Sistem Kesehaian

I

Nasioral pengelolaan keschatan dilaksanakan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan

memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsicnal di bidang kesehatan,



Kompoenen Pengelolaan Kesehatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan

-

Nasional bahwa komponen pengelolaan keschatan nasional yang selanjuinya dijadikan

scbagai acuan bagi kemponen sistem kesehatan daerah meliputi :

o

Upaya Kesehatan, yang berarti untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat vang
setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagat upaya kesehatan dengan menghimpun
seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Unnuik dapat menunjang
tercapainya upava kesehatan yang maksimal maka pelaksanaan upaya kesehatan
hnedaknva dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi/Kab/kota den atau
mavarakal/swasta melaiul upayva peningkatan Kkesehatan. pencegahan penvakii,
pengebatan dan pemulihan kesehatan di fasilitas pelayvanan kesehatan dan fasilitas
keschatan.

Penclitian dan pengembangan kescshatan diupayakan dalam rangka mendapatkan dan
mengisi kekosongan deta dan/atau kesehatan berbasis buku dengan menghimpun seiunih
potensi dan sumber dava yang dimiliki. Pengelolaan penelitian dan pengembangan
keschatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan iehnologi dasar
keschatan, tehnologi terapan kesenatan dan epidemologi klinik, tehnologt intervensi
keschatan masyarakat dan humaniora, kebijakan kesenatan dan pemberdayaan
masyarakat.

Pembiavaan keschatan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah. swasta,
organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Pembiavaan kesehatan yvang adekuat,

staml dan berkesinambungan memegang neran vang vital untuk
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sgaraan pelavanan xeschatan dalam rangka mencapal tujuan pembangunan

Uf—.

keschatan, Peiaksanaan pembiavaan pelayanan kesechatan masyarakat menjadi
wanggungjawab  pemcrintah, sedangkan untuk  pelavanan kesehatan perorangan
nembiavaan bersifat privat kecuali pembiayaan untuk masvarakat miskin dan tidak
memp menjadi Tanggungjawab  pemerintah. Pembiayaan pelavanan kesehatan
derorangan diselenggarakan melalul jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme
asurasi sosial sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistern Jaminan

Scsial Nasional (SISN} dan Undang-Undang No. 24 Tahun 201! tentang Badan

manusia kesehatan meliputl jumiah, jenis dn kuallias seria terdistribusi secara adil dan
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merata sesual dengan kebutuhan pombangunan kesehatan. Sumber daya manusia

kesehatan vang termasuk keiompok tenaga keschatan sesuai dengan keahiian dan
kualifikasi yang dimiiiki terdiri dar! tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga
keperawztan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkunzan,
tenaga gizi. tenaga keterapian fisik, tenaga keieknisan medis, dan tenaga kesehatan
lainnya, diantaranya termasuk peneliti kesehatan. Sistem kesehatan fokus pada
pongembangan dan pemberdavaan sumber dava manusia kesehatan guna menjamin
ketersediaan, pendistribusian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
Pengombangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan
kebutihan dan program sumber daya manusia vang diperiukan, pengadaan yang meiiputi

endidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, termasuk

o]

peningkatan kesejahteraannye dan pembinaan serta pengawasan mutu swmber daya
manusia kesehatan.

Sedizan farmasi, alat kesehatan dan makanan meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin
aspek keamanan, khasiat/kemanfaaian dan muru sediaan farmasi, alat keschatan dan
makanan vang beredar, keterscdizan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama
obat ¢sensial, perlindungan masvarakat darl penggunaan vang salan dan penyalahguraan
obat, penggunaan chbat vang rasional, serta upava xemandirian di bidang kefarmasiaan
melabui pemantaatan sumber daya dalam negeri.

Mangiemen, informast dan regulasi kesehatan meliputi kebijakan kesehatan, administrasi
kesehatan, hukum kesehatan dan informasi kesehatan. Manajemen kesehatan berguna
dalam rangka menggerakan pembangunan keschatan secara berhasiiguna dan berdava
guna. Peran manajamen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, reguiasi, sinkroznisasi dan
harrmonisas! berbagal subsistem sistem kesehatan agar efekiif, efisien dan transparansi
dalam penvelenggaraan sistem keschatan. Dalam hal ini peran dar! informai kesehatan
sangat penting dalam hal pengadaan data, informasi dan tehnologi komunikas: untuk
penyelenggaraan upava kesehatan, pengembangan sumber dava manusia dan kegiatan
lainnva, yang kegiatannya dapat dikelompokan menjadi:

informas:
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FPelaksanaan sistem informasi

Dukungan sumber dava

b=

ek

Pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan.
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adalah swasta yang ber

pembangunan kesehatan.
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meliputi perorangan dan keluarga termasuk di dalamnva
rperan scbagal subjck atau penvelenggara dan  peiaku

Pemberdayaan masyarakat sangat penting agar masyarakat

ermasuk swasie dapat mampu dan mau berperan schagai pelaku pembangunan

kesehatan, Pemberdayvaan

nasyarakat meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat

oleh masyarakat sendiri dan upaya peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitar,

Kondisi Geografis Kota Sura

bava

Secara geografis kota Surabava berada antara 112° 36”7 - 112° 54" Bujur Timur serta aniara

}7° 9" . 77 21"garis Lintang Selatan.! Luas wilayah kota Surabaya 33.306,30 ha terdiri dari

31 kecamaian dan 180 keluraha

¢ Sebeian Utgra: Sela Ma

4

an.? Kota Surabava dibatasi olek wilavah sebagai berikut:

dura

¢ Szhelah Timur: Selar Madura

o 1

o Sebelah Selatan: Xabura

ol

L] i;'}l'“

ten SidOc‘.’jO

helzh Barat: Kgbupaten Gresik.

Jumiah penduduk kota Surabava tshun 2016 adalah 2.862.406 jiwa meliputt jumiab

encudak laki-laki 1.414.625 ilwa dan jumlah penduduk perempuan 1.448.381 jiwa dengan
o o

rasio jenis kelamin 97,63 dengan

kepadatan penduduk 8.770 jiwa'km2 *

bt

Kondisi Umum Kesehatan Kota Surabaya

Berdesarkan date vang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, fenis penyaxit

terbanyak dalam rentang wakiu

1. Peovakit Saluran Pernafasan
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Penvakit Lain Pada Sisiem P

Peonvakit Tekanan Darzh Tin
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Penyvakit Mata dan Adneksia

buan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 adaiaiz

Bagian Atas

otol dan jaringan pengikat
Sub Kuian

encernaan

inggl

ahava.eo.dd, dlakses 12 November 2617,

* Dinas Keschatan Kota Sural

917

baya, Kependudukan, dinkes.surabayea.go id. diakses 1{ Novemnber 2
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9. Penvakil Telingga dan Mata
10.  Penyakit Virus®

Adapun penyelenggaraan pelavanan kesehatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota
Surabava, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, meliputi:

1. RSUD 2 Rumah Sakit

-

‘uskesmas [nduk 93 Puskesmas

]

3. Puskesmas Pembaniu 39 Pusiu

clavanan keschatan di Surabaya melipui ©

2. Rumeah sakit scbanvak 61

3. Klinik kecaniikan sebanyak 86

4. Kiinik uyrama sebenyak 87

3. Klinik utama rawart inap sebanyak 6
&. Klinik pratama sebanyak 158

7. Laboratorium seban);'ak gG

§. Ontik sebanyak 123

9. Apotik sebanyak 869

Toko obat sebanvak 95

Upave Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana dicantumkan
dalam website Dinas Kesehatan Kota Surabaya, meiipuil:

1. Posvandu Balita (2,822

2. Posyandu Lansia (668

3. Posvandu Remaja (63)

4. Vo8 kesehatan pesantrern: (103
5. Pos xgsehatan kelurahan (134)

E‘_'!\

Pembinaan terpadu (1,156
i

i} Penyakit Terbanvak Januari- Desember 2016, htipr/dinkes.surabava.go.id portal'profil’; diaxses &

Dinas  Kesehatan  Koia  Surgbava, Peiz
nipdinkes.surabava.goadiporial/orofil, diakses 9 Oktober 2617,
© Dinas  Kasehaiza Kota  Surabava, Jjumiah  szrana  pelavanan  keschaian,
bt dinkes.surabaya.oo id portal profil diakses 9 oktober 2017,
% Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyargkat, hup:/dinkes.surabava.go.id/portaliprofily, diakses 9
Wrober 2617,

Kesehatan di Kot  Surabave,




Selain iiu, untuk memenuhi kebutihan masyarakat akan pejayanan kesehatan, Puskesmas di
wilayah Kota Surabava melaksanakan inovast melipuit:

1. Puskesmas dengan lavanan spesialis

2. Puskesmas rawat map

3. Puskesmas rawal inap poned

4. Puskesmas dengan lavanan sore hart

5. Puskesmas dengan Pol: Paliatif

6. Puskesmas dengan program Palianf

7. Puskesmas dengan Poli Sexual Transmiited Disease (STD)
8. Puskesmas dengan Inspeksi Visual As Asetat (IVA)

- Puskesmas dengan lavanan Cyro terapi

9. Puskesmas dengan lavanan Harm Reduciion
- Program Terapi Rumaian Metadon {PTRM)
- Layanan Alat Suntik Steri!

10. Puskesmas dengan Poli kesehatan tradistonal

11. Puskesmas dengan program Precaution Mother to Child Transmission (PMTCT)

rb

Puskesmas dengan Saka Bhakii Husada

13, Puskesmas Santun Lansia

14, Puskesmas ramah anak

15. Puaskesmas dengan lavanan antireiroviral (ARV)

skesmas dengan program kesehatan peduli remaia .”

o
~J

B. Identifikasi Masalah

Beranjak darl latar belakang tersebut periu kiranya disusun suaru peraturan yang dapat
menjadi pandean bagi pemerintah daerah khususnya Pemeriniah Kota Surabaya dalam
kaitannva dengan kebijakan pelavanan kesehatan. Maka kajian ini mengidentifikasi masalah
sebagai bertkuz;

Bagaimana mengatur Sistem Keschatan Daerah di Kota Surabava dalam Peraturan Dacrah

{(Perca)?

*. Upava Kesehatan Bersumberdaya Masvarakat, hnp:/dinkes surabava.go.id/portaliprofil/, diakses ¢
Oktober 2617,
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C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Naskah Akademik diperiukan sebagai dasar dalem menentukan “solusi” dalam rangka

mengatasi permasalahan vang hendak diselesaikan melalul pengaturan hukum. Dengan

adanva kajian akademis yang mendasari suatu kebijakan menjadikan pengambil kebijakan

lebih berhati-hati dalam menctapkan solusi. Pendekatan secara keilmuan memberikan alat

bantu bagi Pemerintah untuk mengaitkan permasalzhan yang ada dengan permasalahan yang

lebih luas cakupannva, sehingga lebih komprehensif dalam melihat persoalan dan mencari

pemccahan masalzh, Darl berbagai aiternatif solusi vang ditawarkan dalam naskah akademik.

maka naskah akademik dapar digunakan scbagai titik anjak untuk menentukan pasal-pasa

peraturarn

Tujuannyz adalah sebagai berikut:

a. Menvediaken data bagi pemerinizh daerah tentang urgensi pembentukan Peraturan
Daerah mengenai Sistem Kesehatan Daerah

b. Menvediakan bahan-bahan hukum bagi pembentuk peraturan daersh tentang
kewenanigan dan ruzng lingkup dalam kebijakan Sistem Kesehatan Dazerah oleh

Pemerintah Kota Surabava

'4

c.  Meneatur tata kelola, sistem dan struktur organisasi daerah dalam kaitan dengan Sistem

=

Kesehatan Dacrah di Kota surabaya.

D. Metode
Penelitian hukum dalam naskah akademik ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
menggurzkan beberapa metode pendekaian. Metode pendekatan yang pertama adalah stafure

approdch. nendekatan ini diiakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

dan regulasi vang bersangkut paut dengan 1su hukum yang sedang ditangani'®. Pendekatan

berikutiya vang dilakukan adalah conceprual approach dimana pendekatan ini beranjak dari

pandangah pandangan dan dokuin-dokirin vang berkembang di dalam ilmu hukum!! dalam

hal ini vang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Sebagaimana permasaiahan hukum vang telah diidentifikasi, maka penelusuran pahan hukum
difokuskan kepada produk hukum perundang-undangan di jenjang mulai Undang-undang ke

eraturen 4 hawahnva. Selaniutnva bahan hukum primer tersebur didukung dengat Iiteratur-
o o) - =

:d, Marzoki, Penzlitan Hukum, Kencana, jakarta, 2009, kal 95
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literaiur, hasil-hasil kajian, pendapai pakar, seriz data-data empiris terkait dengan

permasalzhan.

Pengumpu_ﬁan bahan hukum yang dilekukan untuk kepentingarn menyusun perelitian ini

(3'

menggunaran bDeberepa tahapan, Pertama, mencari peraturan perundang-undangan vang
terkait dengan pokok masaiah yakni Sistem Kesehatan. Berikutnya, prosedur pengumpulan
bahan di:anjutkan dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang
menjelaskan tentang iandasan berpikir teoretis atas isu hukum yang hendak diteliti. Terakhir,
penelitt mengidentifikasi. mengaitkan, dan menganalisa semua fakta dan bahan hukum yang
didapat untek kemudian menyusun perataran perundang-vndangan.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan untuk naskah akademik ini. penyusun
mengguiiakan metode deskriptif analitis, vairu metede ysng memusatkan diri pada
penguraian masalah, pemaparan. penafsiran dan analisa sehingga akan menghasiikan
kesimpuian vang berdasarkan pada hasil yang dapat diperianggungiawabkan. Dalam
penclitian normatif ini puia, penyusun berusaha unruk menjelaskan analisa-analisa yang telah
dilakukan dalam pembahasan yang komprehensif namun mudah dipahami, pembahasan yang

teoretis namun tdak mustahil diimplementasikan agar tidak membuat semakin jauh jarak

il

antare tecrl huxum dengan praktek hukum, schingga nantinva diharapkan solusi yang
ditemukan diharapkan dapar semakin mendekatkan fakta veng ada dengan solusi vang

4

aplikatif vang dspat diterapkan dalam praktek kepemerintahan di daerah. Secara garis besar

proses penyusunan Peraturan Daeral meliputl tiga tahap vaitw

= Thid.
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BAB I
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kazajian Teoriiis

Sebagaimana telsh dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hzak asasi vang telah diamanahkan
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1943, Dengan demikian Pemerintah
memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi masyarakat yang salah satunva
dengan pembangunan i bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bermujuan unmik
meningkatkan derajat kesehatan masvarakat yang setinggi-tingginva yang dilaksanazn
dengan szsaran meningkaikan aksesibilitas masvarakat terhadap pelavanan kesehatan mulal
dari promotii, preventif, kuraiifl dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka
menduxung terwyjudnya pembangunan di bidang kesehaian yang dapat mencapai deraja
kesehatan masyarakat yang setingl tinginya maka periu dilaksanakannva pengelolazn
keschatan, yang selanjuinyva menjadi tenggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan atau

masyaraka? dalam suatu sistem Xesehatan baik di tingkar nasional maupun daerah.

saling mendukung guna meniamin tercapainya derajat kesehatan masyarakar setinggi-
tingginyva. Perumusan sistem kesehatan daerah juga ditujukan untuk pengelolaan kesehatan
yang diselenggarakan oleh seluruh komponen daerah vang ada secara terpadu guna tercapai
derajat kesehatan vang setinggi-tingginya. Uniuk penvelenggaraan sisicm kesehatan daeran
yang scsuai dengan visi. mist dan strategi vang telah ditetapkan, dibutuhkan kebijakan dan
manajeinen sumber daya vang efexrif dan efisien sehingga dapat tercapai sistem kesehatan
daerah vang berdayaguna.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Keschatan Nasional, khususnya Pasal 1 avet 2 bahwa sistem kesehatan nasional
adalah “pengelolaan keschatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa
Indonesiz secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat vang selinggi-tingginya”. Senada dengan pengertian sistem kesehatan
nasional, sistem Kesehatan previnsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
fawa Timur No. 1 Tahun 2016 teatang Sistem Kesehatan daerzh Provinsi Jawa timur
khususnva Pasal 7 menyatakan bahwa “sistem kesehatan provinst yang selanjutnya disingkat

SKP adaiah pengelolaan kesehatan vang diselenggarakan oleh selurth komponen masyaraka:

=2
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di Jawa Timur secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat
keschatan masyarakar vang setinggi- ingginya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
dismpuikan bahwa sistem kesehatan dityjukan dalam rangka pengelolaan kesehatan. Adapun
pihak vang berwenang untuk menyelenggarakannya adalah seluruh komponen masyarakat,
vang bertuiuan untuk mencapai derajat kesehatan vang seringgi-tingginva.

Sistern  kesehatan dilaksanakana melalei berbagal komponen yang saling terpadu.

ketentuan Pasal 167 ayar 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Sebagaimana diatur dalam
tentang Kesehatan bahwa pengeloiaan kesehatan dilakukan melalui “pengelolaan administrasi
kesehatan, informasi keschatan, sumber daya keschatan, upava kesehatan, pembiavaan
keseha{am, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengerahuan dan teknologi di
bidang keschatan, serta pengaturan hukum kesebatan™, Hal tersebut juga diatur dalam
Peraturan Presiden No. 72 Tabhun 2014 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Peraturan
idaerzh Provinst No. 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Frovinsi.

Pasal 167 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tenizng Kesehatan bahwa pelaksanaan
sistern kesehatan dilakukan secara bevjemiang di Pusat dan Daerah, vang berarti pelaksanaan
sistem  gesenatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daersh.
Dengan berlekunva otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tuhun 2004 vang kentudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang
Pemeninzahan Daerah menjadikan beberapa kewenangan pemerintah pusat vang kemudian
dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas,
ctisiensi. dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Dengan otonomi daerah
terdapat pengaturan lentang pembagian urusan pemerintah konkuren vang dapat dibagi
antara pemerintah pusat. daerah provinsi dan daerah kabupatenkota meliputr urusan &
bidang keosehatan. Berdasarkan hal tersebut pemenchan hak atss Keschatan pemeriniah baik
pusal maupun daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan dengan
melaksanakan pengelolaan Kesehatan vang diselenggarakar oleh semua komponen bangsa

Inconcsia secara terpadu dan saling mendukung guna merjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat vang setinggi-tingginya.

Pelaksanaan sistem kesehatan dacrah yang dilakukan beriujuan umuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakal yang setinggi-tingginva. Sebagaimana diatur dalam Peratururan
Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan sistem kesehatan provinst
dilakukan melalui upaya Kesehatan Masyarakat vang selanjutnva disingkat UKM vang

berarti bahwa setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah
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dan menanggulangi timbuinya masalah kesehatan dengan sasaran kelvarga, kelompok, dan
masyarakat. Selain itu pelaksanaan sistem kesehatan juga dilakukan melalui upaya Keschatan
Perscorangan vang selanjutnya disingkat UKP yang berarii bahawa sistem kesehatan juga
mencakup keglatan dan/aiau serangkaian kegiatan pelayanan keschatan vang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit

dan memulihkan kesehatan perscorangan.

B. Praktik Empiris
Diundangkannva Undang-Undang Ne. 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadikan pemeriniah Daerah meliputl Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk
melaksanakan pebangunan di bidang keschatan menijadi tanggungjawab pemerintah daerah
vang meliputi pemerintah kabupaten/Kota. Dengan demikian pelaksanaan sistem kesehatan
juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang meliputi pemerintah Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara berjenjang dari iingkar pusat sampai daerah.
Pemeriniah membuat kebijakan vang dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Hal inilah vang kemudian menjadi dasar perlunya penvususnan sistem
kesehatan daerzh di tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam rangka penyusunan peraturan tentang sistem kesehatan dacrah kabupaten/koia maka
perla memperhatikan beberapa aspek antara lain ¢
B.1. Kajian terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undng No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuken Peraturan Perundang-undangan menvatakar bahwa pembentukan peraturan
perundang undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan vang mencakup

tehapas perencanaan. penvusunan, pembahasan, pengesshan atau penetapan, dan

U
"3

pengundangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa azas
vang harus dipenuhi, yang mana Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.
12 Tahun 2011 vang mengatur bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan azas:
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Kernusantaraan

Bhineka Tunggal Ika

Keadilan

Kesamaan xedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Ketertiban dan kepastian hukum dan‘aiau

1

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan,

=

Berdasarsan penjelasan pasal dem! pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,

penjeiasan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

b.

f[Q

[0

Yang diumaksud dengan “asas pengayomen” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraruran  Perundapg-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untui
meneipiaken ketenraman masvarakat.

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muaan
Peraturan Perandang-undangan karus mencerminkan pelindungan dan penghormatan

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap werga negara dan penduduk

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan
pergiuran perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indopesia
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan™ adalah bahwa setiap materi muatan

ocrzturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai

"0y

H

nufakat dalam sctiap pengambilan keputusan.

4

,.

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilavah
indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daersh

merupakan bagilan dari sistem hukum nasional vang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Adasar Negara Republik indonesia Tahun 1943,
‘ang d dengan * bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap mater! muatan
iang dimaksud 4 cgan asas ineka tun 2&1 iKa " acaia any setlap maiert muatian

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,
suku den golongan, kondisi khusus daerah serts budaya dalam kehidupan

bermasyarakal. berbangsa dan bernegara.



h.  Yang dimaksud dengan “asas keadilan™ adalah bahwa setian materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilan sccara proporsional bagi setiap
Wwarga negara.

I Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan daiam hukum dan pemecrintahan”
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat
hal yang bersifar membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain. agama. suku,

ras, polongan, gender, atau status sosial.

fl’"

] Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum™ adalah bahws setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapar mewujudkan ketertiban
dalam masyaraket melalui jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksu

a

d dengan “asas keseimbangan. keserasian, dan Kkeselarasan™ adalah
bahwa setiap Matert Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian. dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat

Pasal 6 avat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut bahwa :“selain
meneerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat {1). Perawaran Perundang-Undangan
tertentu: dapal berisi asas lain sesual dengan bidang hukum Perauran Perundang-Undangan
yang bersangkutan.” Beradasarkan ketentuan pasal tersebur dapat diketahui bzhwa selain

sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,

Adspun yang dimeksud dengan asas kesetaraan gender selanjumya dapat didasarkan pada
pergeiasan pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 iemtang Kesehatan vang
menaefinisikan asas gender dar nondiskriminasi berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak
membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, Ketentuan dalam Undang-Undang

No. 12 Tabun 2011 iuga mengatur larangan melekukan diskriminasi, sebagaimana diatur

e =

daiamPasai 6 avar (i) huruf g dan h. S lamumva implementasi kesetaraan gender didasarkan

pada beberapa indikator antara lain @ akses, sipasi, kontrol dan manfaat.'? Indikator akses
mempertimbangkan bagaimana mempemleh kesempatan vang setara antara laki-laki dan

x

perempuan untuk setiap sumber ang akan diatur dalam peraturan perundng-undangan,

Y Kemetrian Hukum dan HAM, Kemerrian Pemberdayazn Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keretrian Dalam Negeri. Parzmeter Kesetaraan Gender Dalam Pembentikan Peratiran Perundng-Undangan.
www. kemanpppa.go.id.  diekses 27 September 2417, Hal. 40,

[
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schingga norma-normma hukum yang dirumuskan mencerminakn keadilan dan kesetaraan
gender.™ Indikator partisinasi memperhatikan  apakah peraturan  perundang-undangan
memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanaksn hak
dan kewajiban dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.’®  Indikator kontrol
menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam perawuran perundang-undangan
memuat ketenfuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasean antara laki-laid dan
perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.'® Indikator manfaat menganalisa
apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa saata kebijakan atau p:ooram

akan menghasilkan manfazt yang setara bagi laki-laki dan perempuan éi kemudian hazi.!”

B.2. Kajian terhadap prakuk penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan
yaag dihadapi masyarakat,

4
Sisiemi kesehatan sebagal pengelolaan kesehatan vang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintan Daerah secara nasional telah diatur dalam Peramuran Presiden No. 72 Tahun 2012,
Lebih lanjut pada tingkat provinsi sistem kesehatan juga welah diatur dalam Peraturan Daerah
Provinst Jawa Timur No. t Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
Pengeiolaan kesehatan sebagaimana diatur dalam sistem keschatan nasional maupun sistem
kesehatan provinsi meliputi beberapa aspek antara lain pengeloiaan adminitrasi kesehatan,
informast kesehatan. sumber dava kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan keschatan, peran
serta dGan pemberdavaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan ehnologi di bidang keschatan,
serfa pengaturan hukum keschatan. Sedangkan komponcn pengelolaan kesehatan meliputi :
upave kesehatan, peneliilan dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber
gava manusia Kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen,
informast. dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masvarakat.
Sebagaimana telah diaur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 bahwa
“Pengeloiaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan secara berienjang di
nusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang
kesehatan”. Dengan demikian peraturan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan pengelolaan
esehatan hendaknya dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai pada daerah. dalam

hal ini sampai pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Di tingkat provinsi khususnya

“Fibid, hal. 41,
bid, hal.41.
% 1pid. hal 42,
hid, hal 43.

X
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Jawa Timur tentang pengelolaan kesehatan telah diawr dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur No. 1 Tahun 2016 1entang Sistem Kesehatan Provinsi.

Perzturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016 entang Sistem Kesehatan Provinsi
sclanjuilnya menjadi pedoman bagi Pemerintah KabupawenKota dalam menyusun atau
merencanakan kebijakan di bidang keschatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2

Paraturan Daerah tersebuyt,

B.3. Kajian terhadap implikasi penerapan ketentuan tentang Sistem Kesehatan Daerah.
Peratuan Daerah tenteng Sisiem Kesehatan Daerah memiliki implikasi yuridis bagi
pengeiolaan kesehatan di wilayah tersebut. Dengan adanva peraturan daerah tersebut

Aoy

meniadiken pembangunan di bidang kesehatan haruslzh berpedoman pada sistem kesehatan
Selah satu aspek dari pengeiolaan kesehatan adalah aspek  pembiayaan. Dengan
diberlakukannya Sistem Kesehatan Daerah maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
kewajiban untuk menjamin ketersediaa pendanasn dalam rangka pembiayaan di bidang
keschatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota juga berkewaiiban untuk menjaga dan
mengawasi agar supaya pendanaan dapat digunakan secara adil dan termanfaatkan secara

berhasil guna dan berdaya guna. Serta penyclenggaraan pembiavaan yang proporsional aniara

=

dan UKP. Sumber pendanaan dapat berasal dari Pemeriniah Pusat maupun dari

enggaran pemcrintahan KabupatenKota atau pendanaan dapar berasal dari sumber lain yang

Schagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi No. ! Tahun 2016 tentang Sistem
Keszehatan Provinsi khusunya Pasal 26 avat 3 yang menvatakan bahwa “ Pemerintah Provinsi

menyeicnggzarakan pembiavasn keschatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) melalui:

2. penggalian dana;
b. cengaiokasian dana: dan
<. pembelamaan dana, ~

1

Begfwe juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendanaan dapar

kan dengan penggaiian dana, pengalokasian dana dan pembelaniaan dana. Sedangkan
pringaiokasian pendanaan harus mempcrhatikan program prioritas UKM, peningkatan jumlah
zivxasi secara bertahap dan program bantuan sosial dan program kesehatan vang mempunvai

# ungkit tinggt terhadap derajar kesehatan masyarakat, Sedangkan pembelanjaan dana
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harus memperhatikan aspek teknis: alokasi sesuai tujuan penggunaan upava kesehatan; iata

1

keiola pemerintahan yang baik: dan jaminan pemeliharaan keschatan yang bersifat wajib.
Pemeriniah Kabupaten/Kota jugs memiliki tanggungjawab aias ketersediaan pembiayaan
kesenalan bagi masyarakar miskin, upaya keschatan kegawatdaruratan, kejadian luar biasa

a1t korban bencana.

dapat mengalokasixan 10% dari APBD dengan prioritas utama adalah untuk kepentingan
ik pailing sedikit 23 dari anggaran keschatan dalam APBD. Hal ini
wpengacupada kefentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Privinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016
wenieng Sistem Kesehatan Provinsi

Pihsk vang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Sistem Kesehatan di Daerah
Kabupatern/Kota adalah Pemeriniah Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua komponen
aengan mengutamakan URM tanpa mengesampingkan UXP. Dalam rangka melaksanakan
cngetolaan kesehaian juga melibatkan peran serta masyarakat,

Seiain masalah pembiayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota juga bertanggungiawab daiam

pengelolaan data informasi kesehatan vang didapatkan dari fasilitas pelayvanan kesehatan

-

vang disampaikan secara berjenjang berdasarkan Kewilayahannva. Begitu juga dengan
advokast kesehatan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Advokasi

kesehatan daiam hai ini ditujukan wntuk mendapatakan dukungan kebijakan dari pihak vang
TWienpunyai kewenangan,

Pemerintah Kaby p"{eanota memiliki kewajiban uniuk menetapkan xebijakan penelitian dan
pengembangan kesehatan, meliputi:

a. penelitian, pengembangan, penapisan ieknologi dan produk teknologi kesehatan;

b. xetorsediaan tonaga peneliil dan anggaran penelitian; dan/atau

¢, perizinan dan pengawasan terhadap penelitian kesehatan.

Dalam melaksanaxkan kebijakan penciitian dan pengembangan keschatan tersebut, Pemerintah
Provinst berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Keschatan,

seryuruan tinggi dan/atau lembaga penclitian lain,
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BAB HI
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini adalah
dasar yuridis vang meniadi pertimbangan dalam kerangka aspek sistem keschatan daerah di
Kot Surabaya. Evaluasi dan analisis  dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan

szbagai berikut :

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Permbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

bahwa “...membentuk suaiu Pemerintah Negara Indonesia vang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpsah darah Indonesia dan untuk memajuxan kesejahteraan umum,
”. melindungi segenap bangsa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan

dan keamanan saja, akan tetapi juga perlindungan dalam segala aspek kehidupan termasuk

aspek kesehatan. Hal ind ditandal manifestasinva dalam pasal-pasal konstitusi negara. antara

sebagai berikut :

Pasal 18 avat (6) (Perubahan kedua) :

W

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
miclaksanakan otonomi dan tugas pembanguan

Pasal 28 H ayat (1) (perubahan kedua):

.’jj.

uap crang berhak hidup sejahtera lahir dan betin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
dingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperolen pelayanan kesehatan.

Pasal 28 H ayat (3) {perubahan kedua)

S¢tiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
yh sebagal manusia vang bermartabat

Pasal 34 ayat (2) (perubahan keenipat)

weogara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masvarakat vang lemeh dan tidak mampu sesual dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 34 ayat (3) (perubahan keempat;

N

cgara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelavanan Kkesehatan dan fasiiitas

=

SSIAYanan umum yang tavak
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3.2 Undang-Undang Ne. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universai. oleh karena itu harus dilindungi, dihormati. dipertahankan, dan tidak boleh
diabeikan, dikurangi, ateu dirampas oleh siapapun. Selain hak gzsasi manusia, manusia juga
mempunyal kewajtban dasar antara manusia yang satu terhadap vang lain dan terhadap
masvarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasvarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak Asasi Manusta adalan seperangkat hak yang melekar pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nva vang wajib
dinormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang
demi xchormaran serra perlindungan harkat dan martabai manusia. Sedangkan kewajiban
dasar manusia adalsh seperangkat kewajiban vang spabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manus:a.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

Kcbebasan dasar manusia sebagai hak vang secara kodrazi meicka: pada dan tidak terpisahkan

dart manusia. yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat

kemanusiaan, kesejahtersan. kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kesehatan
merupaxan salah satu hak dasar vang diatur dalam konsiitusi Republik Indonesia yang
kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam undang-undang 1AM, pasal-pasal tersebut

31HATS 1ain:

Pasai 49 ayas (2}
Wenita berhak untuk mendapatkan periindungen khusus dajam pelaksanaan pekerjaan atau
profesinva terhadap hal-hal vang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya

serkenaan dengan fungsi reproduksi wantta,

Pasai 62

L‘:‘{iap anak terhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai
dengan kebutuhan fisik dan mental spiritvalnya.

Pasal 67

Sctiep orang vang ada i wilayvah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan

norundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi

=
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Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memayukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-
andangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima cleh negara

Republik Indonesia.

Lo
()

Undang-Undang Ne. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Republik
indonesiz Nomor 5072)

Xeosehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satm unsur kesejahteraan vang harus
diwujudkan sesuai dengan cila-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila
dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesiz Tahun 1945, QOleh karens
iy, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkarkan derajai keschatan masyarakat yang
seuinggi-tingginya  dilaksanakan berdasarkan  prinsip nondiskriminatif, partisipatif
perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya
manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan
nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajar kesehatan vang setinggi-tingginya pada mulanya berupa
upaya penvembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah
keterpaduan upaya kesehatan untuk selurch masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat
secara luas yang mencakup upaya promotif, prevenrif, kuratif, dan rchabilitatif yang bersifai
nenvelurah terpadu dan berkesinambungan.

Delam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginva maka Pemerintah
secara berjenjang mulal dari Pemermizh Pusat dan daersh memiliki kewajiban utnuk
melaksanakan pengelolaan kesehatan. Hal ini diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 167
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan vang menyatakan bahwa
Fasal 167

£l

{1} Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemeriniah Daerah

y = = o = = *
can/atau masyvarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan,
sumber daya keschatan, upava kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan
remberdayaan masvarakat. iimu pengetahuan dan teknologi di bidang keschatan, serta
pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin
rercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

{2} Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjeniang di pusat dan daerah.

Z3



(3} Pengelolaan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu sistem
kesehatan nasional.

{4y Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Presiden.

3.4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4431)

Kesehatan sebagail hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai

upaya Kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan praktik
kecokteran yang merupakan intd darl berbagal kegiatan dalam penyelenggaraan upava
kesehatan harys dilakukan oleh dokter dan dokter gigi vang memiliki etik dan moral yang
unggi, keahlian dan kewenangan vang secara terts menerus harus ditingkatkan mutunya
aiu: pendidikan dan pelarthan berkelanjwan, sertifikasi, registrasi. lisensi, serta
pembinaan. pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan prakuk kedokteran sesuai

dengan perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi.

]

Selanjumya dalam melaksanakan prakiilk kedokieran dalam rangka pemeliharaan kesehatan,
pencegahan penyakit, peningkatan keschatan, pengobatan penyaki: dan pemulihan kesehatan
wiiih mengikuti standar peiayanan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokieran, vakni :

Faszl 34

{1.Dokter dan dokier gigi dalam menyelenggarakan prakiik kedokteran wajib megikuu
siandar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi

(2 Standar pelavanan sebagaimana dimaksud dalam pada avat (1) dibedakan menurut ienis

[Rpy e e 511

GG sirata sarana pe av 1an kasehatian

Fasal 35

{1} Pemeriniah daerah dapat menentukan jumiah dan jenis fasilimas pelayanan kesehatan
serta pemberiar: izin beroperasi di daerahnyva.

Penentuan jumlah can jenis fasilitas pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:

luas wilavah,

ST

kebutuhan kesehatan;

jurmlah dan persebaran penduduk;

]

d. polapenyakit;
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e. pemanfastannva;
f.  fungsi sosial; dan

g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

{3} Ketentuan mengenai jumliah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian
izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) berlaku juga untuk fasilitas
pelayanan kesehatan asing,

(43 Ketentuan mengenal jumlah dan jenis fasilitas pelayanan keschatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tudak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,

enelitian, dan asihan.
Pasal 49

Pemerintah. pemerintah  daerah dan masyarakar  bertanggung jawab  atas

.
[
L

penyelenggaraan upaya kesehatan.
{2} Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi scsial, nilai, dan norma

zgama. sosial budaya, moral, dan etika profesi.
Pasal 56

{11 Pemerinich dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan
mengemopangkan upava kesehatan.
{2} Upaya kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuii

kebutunhan kesehatan dasar masyarakar.

Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

L
R——

ditakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
SA S . : H 3 by ic T e
{4y Ketentuan mengenat peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada avat

{1} dilaksanakan melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlinias sektor.
Pasai 31

i1} tpayva kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat keschatan vang setingg:-
tingginva bagi individu atau masvarakat.

{2t Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar

neiavanan minimal kesehaian
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{1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan
pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami
informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

(2} Hak menerima atau menolak schagaimana dimaksud pada avat (1) tidak berlaku pada:

&  penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat

ang lebih fnas

bt

cadaan seseorang vang tidak sadarkan diri; atau

)
:,.,

L]

gangguan mental berat.

Ketentuan mengenal hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksad pada ayaz (1)

L)
S

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
asal 62 avat (1) dan (2}

{1} DPeningkatan kesehzian merupakan segala bentuk upava yang dilakukan olsh
Pemerintah, pemerintah daerah. dan/atau masyarakat untuk mengoptimaikan kesehatan
melalul kegiatan penyvuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk
menunang lercapainya hidup sehat.

{2} Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya vang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarskat untuk menghindari atau mengurangi risiko
F ) 24 S = ’

asalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Pasal 72

Sctiap orang berhak:

4l
'“3

nenjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas

-

cari paksaan dan/ateu kekerasan dengan pasangan yang sah.

o5

menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atan
kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia
sesual dengan norme agama.

c.  menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta

sidak bertentangan dengan norma agama.

{h

memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenal kesehatan reproduksi vang

penar dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Pasal 79 ayat (1) dan (2}

-

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup schat

,-
ot
e’

peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,
tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggitingginya menjadi sumber daya
manusia yang berkualitas.

(2} Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada avat (1) disclenggarakan melalui

sckolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.
Pasal 152

{:} Pemerintah, pemerintah dacrah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya

o}

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyskit menular serta akibat vang

(g

Upaya pencegahan. pengendalian, dan pemberaniasan penyzkit menular sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertulamya
penyakit, menurunkan jumlah vang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk
mengurang: dampak sesial dan ekonomi akibat penyakit menular,

{3y Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyvakit menular sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
‘43 Pengendalian sumber penvakit menular sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan
terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnyva.
(3} Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dengan harus berbasis
wilavah.
(&) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan melalui lintas
sektor.
{73 Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pemeriniah dapat
melakukan kerja sama dengan negara fain.
) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penvakit menular sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

{1} Pemerinizh daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran
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penyakit vang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam wakiu vang singkat, serta
menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

(2)  Pemerinteh daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana
dimaksud pada avat (1).

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada avat (2), pemeriniah
daerah dapat melakukan Kerja sama dengan masyarakat.

¢4) Pemeriman daerah menetapkan jenis penyakit vang memeriukan karantine, tempat
karantina, dan lama karantina,

{5; Pemerintah daerah dalam menctapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran
penyakit vang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam wakw singkar dan
pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yvang memeriukan karaniina,
wmpat karantina, dan lamz karantina berpedoman pada Kketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

H'«J
o
wh
o
e
h-l
.IA

Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam

segala bentuk dan lahapan pembangunan kesehaian dalam rangka membantu
mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarekat vang setinggi-tingginya.
(2} Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara akzif

dan kreatif.

Undang-Undang 44 Tabun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3072);

fad
by
o

Rumah Sakit adalah institusi vpelavanan kesehatan bagt masvarakat denean karaieristik
P = - f =2

teysendinl yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan

peiayanan vang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat

r;_{

halan yang setinggi-tingginva. Pasal-Pasal dalam Undang —Undang No. 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit yvang terkait dengan Sistem Kesehatan daerah antara lain :

Pasal &

i.} Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :

-

. menvediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masvarakar
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e

menlamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang
tidak mampu sesuai ketentuar peraturan perundang-undangan;

membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;

L]

£

memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan
Xesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
¢. memberikan perlindungan kepada masvarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit

sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

th

menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis

pelayanan yang diburuhkan masyarakat;

=

menyediakan informasi  kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

1¥

k. menjamin pembiavaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan
xejadian luar biasa;
1. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

J- mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tingei dan bernilai

Hnggi
{2} Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pagal 19

{13 Zerdasarkan jenis pelavanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah

Sakit Umum dar Rumakh Sakit Khusos.

T

Rumean Sakit Umum sebageimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelavanan

kS

sehatan pada semua bidang dan jenis penvakit

=

’J

mah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama

™)
L

pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan

arnur, organ, jenis penvakit, atau xekhususan lainnya

33 ’L dang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penvakit Menular
embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
Wabah adalah kejadian berjangkitnya suam penyakit menular dalam masyarakat yang jumiah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan vang lazim pada wakt dan
dacrzn terteniu seria dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penvakit vang dapat

meny<babkan wabah adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda vang mengandung
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durvatau lercemar bibit penvakit. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Sistem Kesehatan
Dzeran dalam undang-undang ini antara lain :
Pasal § ayat (1)

Upava penanggulangan wabah meliputi:

j5x)
,.
o

nenvelidikan epidemiclogis;
9

b. pemeriksaan., pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;

. pencegahan dan pengebalan;

L&

. perausnahan penyebab penyakiry

file

L

penanganan icnazah axibar wabah;

[y

. penvuithan kepada masyarakat;

. upaya penanggulangan lainnya.

s

Pasal 6 ayat {1}

Upava penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan
dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

asal 10

merintah  berlanggung jawab untuk melaksanakan upave penanggulangan wabah
sehiugaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1).

Pasal 12 ayat (1)

Kepala Wilavah/Daerah setempat vang mengetahul adanya tersangka wabah di wilayahnya
atau adanva tersangka penderiia penvakit menular vang dapat menimbulkan wabah, wajib

segera meiakukan tindakan-tindakan penanggulangan sepertunya.

3.o.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2064 teniang Sistem Jaminan Sosial Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1356, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosiai dalam rangka memenuhi

kebutuhan dasar hidup varg lavak dan meningkatkan martabatnya menuju terwyjudnya

yasvarakat Indonesia vang sejahtera, adil dan mekmur. Dalam rangka memberikan jaminan

jon
n

sosial kepada mayvarakat secara mencveluruh Pemerintah mengembangkan sistem jarminan
sosial nasional bagl seluruh rakyat Indonesia. Beberapa Pasal dalam Unadng-Undang No, 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona! vang terkait dengan Sistem Kesehatan

gzerah rmeelipuit :



Pasal 19
{2} Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial

dan equitas

el

—

Jaminan kesehetan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoich
manfaat pemeliharaan keschatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
xeschatan

Pasal 20

{i; Pcserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

-

ithavar olen Pemerintah

e

{2} Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan

{3) Sctiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga vang lain yangmenjadi
tanggungannya dengan penambahan iuran

Pasal 21

{1} Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku pating iama 6 (enam) bulan sejak scorang
peserta mengalami pemutusn hubungan kerja

{2} Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (3nam) bulan bejum
memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, lurannya dibavar oleh pemerintah.

{3} Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tdak mampu, iurannya dibayar oleh
pemerintah

{4 Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} ayat (25 dan ayai (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden

Pasal 22

{1} Manifaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan persecrangan berupapelayanan kesehatar
vang mencakup pelavanan promotif, preventif, kuratif dan rehabiitatiftermassuk obat dan

bahan medis habispakai yang diperiukan

Ean
(R
Mo’

Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan pserta

dikenakan urun biaya

{3} Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biayasebagaimana dimaksud pada
avat {1) dan ayat (2) diatur ebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pagai 23

{1) Manfaat jaminan sebagaimana dimaksud deiam Pasal 22 diberikan pada fasilitas

xeschatan milik Pemerintah datau swasta vang menjalin kerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial
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23 Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasam denan Badan Penveinggara

Jaminan Sosial

L]

Dalam hal ini suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang meemnuhi svarat

guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelnggara Jaminan Sosial

wa;ib memberian kompensasi

¢4} Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di
rumah sakitdiberikan erdasarkan kelas standar

(>; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan avat (4) diatur lebih lanjut dslam
peraturan Pemerintah

Pasal 24

{1} Besarnya pembayaran kepada fasilitas keschaian untuk setiap wilayah ditetapkan

[l

erdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asosiasi

fasilitas kesehatan di wilayah tersebut

2y Badan Penyelnggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas keschatan atas pelayanan

/

vang diberikan kepada peserta paiing lambat 13 (lima belas) hari sejak permitzan
nembayaran diterima

{3} Daban penyeinggara jaminan sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehaan, sisiem
kendali mutu  pelayanan, dan  sistem pembavaran pelavanan keschatan uniik
meningkatkan efisisen dan efcktivitas jaminan kesehatan

Pasal 27

{1} Besamya luran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan

persentase dari upah sampal batas tertentu, vang secara bertahap ditanggung bersama

cleh pekerja dan pemberi kerja

[

S

Besarnya jaminan kesehatan unfuk peseria vang tiadk menrima upah diteniukan
perdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala

Besarnya turan jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan

Lad
B

nominal yang ditetapkan secara berkala
Pasal 28
11) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari § (lima) orang dn ingin

mengikutsertakan anggota keluarga vang lain wailb mebavar tambahan iuran

w—

L

Tambahan 1uran sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Presiden
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3.7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran negara Republik ndonesia Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 5236)

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan

hukum  berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan kehati-hatan.

akuntabilitas. kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan

sosial seuruhnya untuk pengembanganprogram dan untuk sebesar-besarnya kepentingan

pescria. Untuk 1tu Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu dibentuklah

Badan Penyelenggara Jaminan Sostal dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 24

‘tehun 2011 tentang Badan Penyeleggara Jaminan Sosial. Adapun Pasal dalam Undag-

Undang tersebut yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah adalah :

Pasal Y ayat (1)

BPIS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan

program jaminan keschatan

Pasal 1§

Daziam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas uniuk :

%, Menagih pembayaran iuran

. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek liquiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana
dn hasil yang memadai

m. Meiakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuha peserta dan pemberi kerja dalam
memenuhi kewajibannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sosial

nasional

.
[

Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas
Keschatan yang mengacu pada siandar tari{ vang ditetapkan oleh pemerintah

NMembuart atau menghentikan konirak keria dengan fasiiiaas kesehatan

]

p. Mengenakan sanksi adminitrasi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi
kewajibannya

Melaporkan  pemberi  kerja kepada instansi yang berwenang menganai

)

o)

ketidakpatuhanntya dalam membaya furan ateu dalam memenuhi kawajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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r.  Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program
jaminan sosial

3.7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
{(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2067 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Diundangkannyva Undng-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan Bencana
menjadikan sccara yuridis Pemerintah maupun Oemerintah daerah memiliki kewajiban uniuk
barmanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini setiap
orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rase aman, khususnya bagi kelompok
masyarakat vang rentan bencana mendapatakan berbagal macam jaminan soail yangs aigh
sgrunva adalah pemeliharaan program penvediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk
dukungan psikososial. Pasal - pasal dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang

Peranggulanagn Bencana vang terkait dengan Sistem Kesehatan daerah adalah:

b
i
A
B
o
@

Pemerintah daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan
penanggulanagn bencana daerah

(2) Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
aias |

b.  badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin cich scorang pejabat setingkat dibawah

oupati/waltkota atau setingkat eselon Ila

*1d

a2sal 21 hurufa

dan penangguiangan bencana daerah mempunyai tugas ;

EJ

?}

Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai denan kebijakan pemerintah daerah dan
badan nasional penaggulangan benca terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat , rehabilitasi dan rekontruksi

secara adil dan setara.

3.8.Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 fentang Pelavanan Publik (Lembaran
Xegara Republik Indonesia Tabhun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3038)

Negara memiiiki kewajiban untuk melayvani warga negaranya dalam rangka memenuhi hak

dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu diperlukan norma hukum

vang member: pengaturan secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

diterapkan dalam pelaksanaan pelavanan publik. Selzin itu pelakasaan pelayanan publik

sevogyanva juga dilakukan dengan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan dan
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korporast yang baik, karena dengan demikian akan terwujud adanva perlindungan bagi setizp
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik
terdapat Pasal vang terkait dengan sistem kesehatan daerah, vakni:

Pasai 5

{1} Ruang Iingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta

pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

o~
[}

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha. tempat tinggal komunikasi dan informasi, lingkungan
hidup, keschatan, jaminan sosial, energi, perbankan, eprhubungan. sumberdava

alam,pariwisata, dan sektor strategis lainnya,

3.9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk
reeiaxsanakan pembangunan hukum nasional yang diiakukan secara terencana, terpadu dan
verkelanjutan dalam sistem hukum nasional dengan memberikan jaminan bagi perlindungan
hak dan kewajiban segenab rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik

nionesia Tahun 1945, Pembentukan peraturan perundng-undangan yang dilaksanakan

[

dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar bertujuan untuk melahirkan peraturan
perundang-undangan yang baik. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka segala hal terkait dengan
pembentukan peraturan perundng-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Ne. 12
Tahun 2011, Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang terkait
dengan Sistem Kesehatan Daerah adalah:

Fasai7

(1} Jems dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

o]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

o, Kectetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¢ Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udnang
4. Peraturan Pemerintah

¢. Peratuan Presiden

f. Peraturan Daerzh Provinsi; dan

35



=

Peraturan dacrah Kabupaten/Koa

05

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana

-~
[
pan—

dimaksud pada ayat (1)
Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi
mater: rauatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundng-
Undangan yang lebih tinggi.

=

3.10. Undanpg-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Republik Indonesia Nomor 3360r };

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusta. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesta Tahun 1945 meniamin pemenuhan akan kebutuhan pangan, kaarena hal

ini merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oelh pemerintah. Tujuannya adalah untuk

mevajudkan sumber daya manusia vang berkualitas. Tidak hanya ketersediaan pangan,

Femerinta juga berkewajiban untuk mengaturketerjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan

yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Untuk it diundangkannya Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pasal dalam Undang-Undang No. 18

Tahun 2012 yang terkait dengan Sistem Keschatan Aderah adalah sebagai berikut:

Paszal 12 avat 1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung Jawab atas ketersediaan pangan

Pasaj 63

{1} Pemerintah menetapkan kebijakan di bidng gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat

{2, ¥ebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

2. Penstapan persyaratan perbaikan atan pengayaan gizi pangan tertenmu yang diedarkan
apabila terjadi kekurangan atau penurunan statu gizi masyarakar;

b. Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan uniuk meningkatkan
kandungan gizi pangan olahan tertentu vang diperdagangkan;

¢, Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menvusui, bayi, balita, dan kelompok raawan
2izi lainnya, dan

d. Peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dn umbi-

ambian lokal,
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{3; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5
{lima) tahun,.

3.11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Negara berkewajiban menjamin setiap orang untk hidup sejahtera lahir dan batin serta

memperoleh pelayanan kesehatan sebagai amnat dari Undang-Udang dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, Termasuk hak hidup sejahtera lahir dn batin juga dimiliki oleh orang

dengan gangguan jiwa. Untuk mengatur hal i maka diundangkannya Undng-Undang No. 18

‘Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Adapun pasal-pasal dalam Undang_udang tersebut yang

perkaitan dengan Sistem Kesehatan Aderah adalah :

Pazal 2y

Rehabilitai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasla 28 avat (1) huruf b dilaksanakn di

pantt sosial milik
. Pemerintah;

5. Pemerintah daerah;
¢. Swasla

FPagal 58

{1 Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masvarakat
sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 55 didirikan di setiap Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Aderah Kabupaten/Kota wajib

o

i

mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

{5} Pemerintah dapat membantu Pemeriniah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam mendirikan fasilitas pelayanan di luar sekior kesehatan dan

fasiliats pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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3.12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5679);

Perkembangan ketatanegaraan bergeser darl sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai
dergan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyaiakan bahwa bidang
kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi
kewenangan uniuk mengelola dan menyelenggarakan sciuruh aspek kesehatan.

Sebzgai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah
weiah mengeluarkan Peraturan Pemerintzh Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang
perbagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
vang pada dasarnva PP tersebut merupakan PP dari UU vang lama yaitu UU 52 Tahun 2004,
skan tetapi sampai saat ini belum ada PP yang dikeluarkan dalam rangka pembagian urusan
yang tertvan dalam UU 23/2014 maka PP 382007 masih digunakan untuk mengisi
akosongan huxum.

Pusal 12 avat (1) UU 23/2014

o

Urusan Pemerintahan Wajib vang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana

.
AR
e

dimaksud dalam Pasal 11 ayar (2) melipui:
2. pendidikan;
0. Keschatan;
¢, pekerjaan umum dan penataan ruang;
¢, perumahan rakvar dan kawasan permukiman;

2. ketenteraman. ketertiban umum, dan pelindungan masvarakat; dan

b

sosial

Pasal 13 avat (4) UL 23/2014
Rerdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kriteria Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

<. Urusan Pemeriniahan vang lokasinva dalam Daerah kabupatenkota;

b.  LUrusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
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L]

Urusan Pemerintahan vang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah

kabupaten/kota, dan‘atau

d.  Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanys iebih efisien  apabila
dilaskukan oleh Daerah kabupaten/kota.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3607);

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwyjudkan dalam bentuk pemberian berbagai
pelavanan keschatan kepada selurch masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan
kesehatan vang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara
tcrarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan
terjangkan oleh masyarakat, Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga
keschatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan
kewenangan vang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunyva melalui pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan
nemamiauan  agar penyelenggaraan upaya keschatan memenuhi rasa keadilan dan

rerikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2scharan.

bt

Tenaga keschatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Kesehatan yvang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan
kosadaran. kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan
vang setinggi-tingginya sebagal investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahieraan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1943

Dalam rangka untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyaraxat,
untuk meneratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan
pelindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya
iavanan keschatan, perlu pengaturan mengenai tenaga Kkeschatan terkait dengan
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu
tcnaga kesehatan melalui pengundangan Undang-Undang no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan. Adapun ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tenaga Keschatan yang
revkait dengan Sistem Kesehatan Paerah antara lain :

Pasal 4
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Pemerintah dan Pemeriniah Daerah bertanggung jawab terhadap:

&. pengatyran, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

b, perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
dan

¢. pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya. pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang
BATUK:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Keschatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
. melaksanzkan kebijakan Tenaga Kesehatan;

¢. mercncanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

e. melakukan pendayagunaan melajul pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan;

f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan

1atan

]

crizinan Tenaga Kesehatan, dan

]

g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.
Pasal 23

{1} Dalam rangka pemerataan pelayanan keschatan dan pemenuvhan kebutuhan peiayanan

Kesehatan setelah melalui proses seleksi.

{2} Penempatan Tenaga Keschatan oleh Pemerintah atau Pemcrintah Daerah sebagaimana
dimaxsud pada

avat (1) diiaksanakan dengan cara:

a. pengangkatan sebagai pegawal negeri sipil;

b. pengangkatan sebagal pegawai pemerintah dengan perjaniian Kerje; atau

¢. penugasan khusus,

(1} Tenaga Keschatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat

dipindahtugaskan

40



antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan
kesehatan dan/atau promosi.

3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3781);

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek yang
memerlukan perhatian dalam rangka pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka
memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahyaa yang disebabkan oleh penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat seria yang tidak memenuhi persyarata
mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang berkaitan dengan sistem keschatan daerah anatar
tain:

Pasat 2 ayat (1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkanharus memenuhi
persyaratan mutu, keamanandan kemanfaatan.

Pasai 3

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah
memiliki izin usaha industri sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memeperoleh izin edar dari
Menteri

Pasal 36

Untuk melindungi masyarakat dart bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfataan
dilakukan pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan

Pasal 41 ayat (1)

Penarikan kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan dari peradaran karena dicabut izin
edarnya dilaksanakan oleh dan menjadl tanggung jawab badan usaha yang memproduksi

dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat keschatan
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3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Pengaturan pekerjaan kefarmasian bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien
dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa
kefarmasian, mempertahankan dan menungkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan
kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta peraturan
perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga
keschatan. Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian yang berkaitdan dengan sistem kesehatan daerah antara lain :

Pasal 39 ayat 1

Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib
memiliki surat tanda registrasi

Pasal 41

STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang unwik jangka waktu 5 (lima)
tahun apabila memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

Pasal 58

Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenagannya
serta organisasi profesimembina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian.

3.16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

Sistem informasi merupakan salah satu komponen dalam pengelolaan kesehatan. Karena
dengan sistem informasi kesehatan maka dapat menjamin ketersediaan, kualitas dan akses
terhadap informast keschatan yang bernilal pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya sistem informasi kesehatan maka dapat dipergunakan untuk memberdayakan
peran serta masyarakat termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan sistem informasi
kesehatan. Diaturnva sistem informast kesehatan memiliki keteraitan dengan pelaksanaan
sistem keschatan. Ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan vang berkaitan dengan sistem kesehatn daerah antar lain:

Pasal 3 ayat 1

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunana kesehatan diperlukan data,
informai dan indikator kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan.

Pasal 5
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Data kesehatan harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang mengelola sistem informasi kesehatan sesuai dengan kewenangan

masing-masing.

Pasal 10 ayat 4

Indikator kesehatan kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan mengacu pada

mndikator kesehatan provinsi

Pasal 10 ayat 5

Gubernur dan bupati/walikota dapat menambahkan indikator kesehatan tambahan yang

bersifat spesifik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah.

Pasal 26 ayat (1) haruf ¢

Sistem informast kesehatan wajib dikelola oleh p

Pemeriniah daerah kabupaten/kota untuk pengelolaan satu sistem informasi kesehatan skala

kabupaten/kota

Pasal 36

Sistem informasi kesehatan kabupaten/kota dikelola oleh unit kerja struktural atau fungsional

pada satuan keria perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelnggarakan urusn

pemerintahan di bidang kesehatan

Pasal 37

Unit kerja struktural atau fungsional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan

kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf e pada skala kabupaten/kota, berupa:

a. Permintaan data dan informasi kesehatan keapda pihak yang terkait dengan pengelolaan
sistern informasi kesehatan

b. Pengumpulan dan/atau penggabungan data rutin dan nonrutin dari sumber data

¢. Pengolahan data keschatan |

d. Penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan cadangan data dan informasi kesehatan

L4¥]

Pemberian umpan balik ke sumber data

=

Pelaksanaan analisis data sesuai kebutuhan

g. Penyebarluasan informasi kesehatan dengan menggunakan media elektronik dan/atau
media nonelektronik sesuai kebutuhan

I, Pengiriman data dan informesi keschatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem

informasi kesehatan provindi dan nasional
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i.  Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatn tingkat pertama

Pasal 47 ayat 3

Bupati/walikota dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dna tingkat

kedua membangun jaringan sistem informasi kesehatan daerah untuk komunikasi data dan

informasi kesehatan skala kabupaten/kota secara elektronik

Pasal 48 ayat 3

Jaringan sistem informasi kesehatan daerah dikelola oleh gubernur atau bupati/walikota dan

diintegrasikan dengan jaringan sistem informasi kesehatan nasional.

Pasal 71 ayat (1)

Pemerintah, pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab terhadp

pendanaan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan

Pasal 72 ayat 2

Pendanaan penyelnggaraan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah,

termasuk fasilitas pelavanan kesehatan milik pemerinta daerah bersumber dari anggran

pendapatan dn belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuat dengan ketentuan

peratum perundang-undangan

Pasal 75

Menteri, pimpinan kementrian/lembaga pemerintah terkait, gubemur, bupati/walikota dn

pimpinan fasilitas pelayanan keschatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-

masing.

3.1i7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
Kesehatan lingkungan merupakan salah satu komponen yang perlu mendapatkan perhatiaan

dalam rangka pengelolaan kesehatan. Karena dengan lingkungan vang sehat dapat
mendukung terwujudnya keschatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karean itu
pernerintah mengatura dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan. Pengaturan kesehatan lingkungan bertuyjuan untuk mewujudkan kualitas vang
lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Pasal-pasal
dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 vang terkait dengan sistem kesehatan daerah
antara lain:

Pasal 3
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Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

bertanggungjawab untuk:

a. Menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat keschatan yang

sctinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya
b. Mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatn lingkungan
¢. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
kesehatan lingkungan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan keschatan lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang

a. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan
persyaratan kesehatan di lingkungan kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan
dan startegi nasional dan kebihjakan yang ditetapka pemerintah daerah provinsi.

b. Meakukan mitigsi dan adaptasi perubahan ik}im terkait kesehatan di kabupaten/kota

¢. Melakukan kerjasama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 29 ayat (1)

Pemerintah, pemetintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya menggunakan sanksi administratif kepada setiap pengelola, penyelnggara,

atau penanggung jawb lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat

dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 avat 2

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan kesehat lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan belanja aderah, masyvarakat atau sumber lain

vang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 56

Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah  daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat

memanfaatkan teknologi tepat gunayang didukung dengan penelitian, pengembangan dan

penapisan tehnologl, pengujtan laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan keschatan.

Pasal 57 atat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan lingkungan , pemerintah. pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannyadan masyarakat
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memanfaatkan tehnologi tepat gunayang didukung dengan penelitian, pengembangan dan
penapisan tehnologi, pengujian laboratoriumserta tidek menimbulkan gangguan kesehatan.
Pasal 59 ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelnggaraan
keschatan lingkungan , penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan
persyaratan keschatan.

3.18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan tentang sistern kesehatan merupakan pengaturan tentang pengelolaan kesehatan
vang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui
pengelolaan administrasi kesehatan, informasi keschatan, sumber daya kesehatan, upaya
keschatan, pembiayaan keschatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu
pengetahuan dan tehnologi di bidang kesehatan serta pengaturan hukum kesehatan secara
terpadu dan saling mendukung. Tujuan dari pengaturan sistem kesehatan adalah dalam
rangka menjamin tercapainya kesehatan setinggi-tingginya.

Perumusan sistem kesehatan nasional dalam Peraturan Pemerinta No. 46 Tahun 2014
merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan,
Pasal dalam Peraturan Pemerinta No. 46 Tahun 2014 vang terkait dengan sistem kesehatan
daerah antara lain:

Pasal 2

{1} Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan,
informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran
serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan,
serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan vang setinggi-tingginya.

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang
di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang

kesehatan.
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(3} Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKN.
{4) Otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

{3) Otonomi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 4

{1) SKN dilaksanakan oleh Pemeriniah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

3.18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2616 Tentang sistem
Kesehatan Provinsi;

Sistem kesehatan provinsi disclenggarakan dengan berdasar pada kebijakan pembangunan

berwawasan kesehatan di jawa timur. Tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah dalam

rangka mencapai keschatan masyarakat setinggi tingginya sebagaimana diamanahkan dalam
eraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Beberapa pasal

dalam Peraturan Daerah Provinsi No.1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan sistem keschatan

deerah antara lain :

Pasal 3 ayat (2)

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berpedoman pada SKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan.

Pasal 4

SKP bertujuan:

a. meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota

dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan;

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat menyelenggarakan upaya

keschatan melalui:

a. UKM;

b. UKP; dan

¢. Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, dan Bencana.

{2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan

pada tingkatan primer, sekunder, dan tersier.
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(3) Fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier milik pemerintah maupun
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan upaya kesehatan harus
melibatkan organisasi profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta berkoordinasi
dengan Dinas.

(4) Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang
keschatan dalam melakukan kredensialing dan rekredensialing harus melibatkan organisasi
profesi terkait dan asosiasi fasilitas kesehatan serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(3) Penyelenggaraan upava kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuat dengan standar pelayanan bidang kesehatan.

Pasal 18

{1} Penyelenggaraan kebijakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
dan/atau

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat desa.

{2} Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyusun skala prioritas perencanaan program pembangunan keschatan
berbasis data fevidence basedj melalui forum musyawarah dengan mengutamakan UKM.
Pasal 26

(1) Pembiayaan kesehatan diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana dalam jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
(2) Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
secara proporsional untuk UKM dan UKP.

(3) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud
nada ayat (1) melalui:

a. penggalian dana;

b. pengalokasian dana; dan

¢. pembelanjaan dana.
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(4) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembiayaan keschatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari:

a. anggaran Pemerintah Pusat;

b. anggaran Pemerintah Provinsi;

¢. anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau

d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(5) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui
perencanaan anggaran dengan mengutamakan:

a. program prioritas UKM;

b. peningkatan jum!lah alokasi secara bertahap; dan

¢. program bantuan sosial dan program keschatan yang mempunyai daya ungkit tinggi
terhadap derajat kesehatan masyarakat.

{(6) Pembelanjaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. aspek teknis;

b. alokasi sesual tujuan penggunaan upaya kesehatan;

c. 1ata kelola pemerintahan yang baik; dan

d. jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat wajib.

Pasal 31

(1) Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud p ada ayat (1} bagi masyarakat miskin

ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

3.19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
{Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nemor 1 Seri E);

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi,
misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri. Di Jawa
Timur, rencana pembangunan jangka panjang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
tImur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Provinsi
Zawa Timur. Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut yang memiliki keterkaitan dengan

sistem keschatan daerah antara lain :
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Pasal 5 huruf ¢

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi
pembangunan yang terdiri dari :

c.mewujudkan kemudahan memperoleh akses unfuk meningkatkan kualitas hidup

Pasal 7 huruf ¢

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut:

c.Misi ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses uniuk meningkatkan kualitas
hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan

ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial,serta penanggulangan kemiskinan.

3. 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
Adanya kewajiban Pemerintah untuk melayani setiap penduduk di wilayahnya dalam
memenuhi hak an kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelavanan publik sebagaimana
harapan dan tuntutan seluruh penduduk. Maka perlu diatur tentang pelayanan publik dalam
suatu perundang-undangan. Selain itu diaturnya pelayanman publik juga ditujukan dailam
rangka mewujudkan kepercayaan masyarakata terhadap Pemerintah, Korporasi maupun
institusi lainnya yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan publik vang baik
serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di
dalam penyelenggaraan pelavanan publik, diperlukan pengaturan vang selaras dengan
peraturan perundng-undangan yang berlaku. Di wilayah Provinsi Jawa Timur pelayanan
publik diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 201} tentang
Pelayanan Publik. Dalam Peraturan tersebut yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah
antara fain:
Pasal 32
{1} Biaya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
dan/atau masyarakat
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD
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3.21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 — 2019. RPIMD
merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam startegi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah
dengan berpedoman pada RPIPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2065 — 2025, Melalwi RPJMD
diharapkan dapat terwujud perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan
Provinsi yang berbatasan.

Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, vang terkait
dengan sistem kesehatan daerah antara lain :

Pasal 3 ayat (1)

RPIMD dimakssudkan sebagai acuvan dan pedoman daam penyususnan dokumen
perencanaan:

a. Renstra SKPD. RKPD, Rencana kera SKPD, dan perencanaan penganggaraan; dan

b. RPIMD Kabupaten/Kota

3.22, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nemor 1 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dalam rangka melaksnakan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan
efektif, maka Pemerintah pertu mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan peraturan
daerah sehingga tetap berada dalam kerangka hukum nasional serta mampu memberikan
keadilan hukum bagi masyarakat. Pembentukan peraturn derah ditujukan dalam rangka
mendukung rencana pembangunan daerah. Oleh karean itu diperukan muatan yang bermutu
dan berdasarkan prosedur pembentukan peraturan daerah yang sesual dengan peraturan
perundang-undangan. Untuk itu dijawatimur di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pebentukan Peraturan Daerah. Pasal-pasal dalam

Peraturan Daerah tersebut yang terkait dengan Sistem Kesehatn Daerah adalah :

Pasai 3

(1) Perda berisi materi muatan dalam rangka :
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Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
b. Menampung kondisi khusus
¢. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
d. Aspirasi masyarakat daerah; dan
e. Tindak lanjut atas Putusn Mahkamah Agung
(2) Perda dapat memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan Kabupaten/Kota
apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait Kabupaten/KOta
Pasal 7
Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan :
a. Perencanaan
b. Penyusunan
c. Pembahasan
d. Penyelarasan akhir
¢. Penetapan atau pengesahan
f.  Pengunduhan
¢. Klarifikasi dan evaluasi; dan
h. Penyebarluasan
Pasal 83 ayat (1)
Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD
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BABIV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
ada beberapa aspek yang menjadi landasan filosofis penyusunan Peraturan Daerah tentang
Sistem Kesehatan Daerah, antara fain :

2. Konsep Negara Hukum dan Kesejahteraan

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar alinea 4
menyebutkan “melindungi segenup bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan wmum, ...... dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melindungi berarti menjadi pengayom bagi segenap rakyat
Indonesia siapapun mereka, kaya atau miskin. Selanjutnya, FJ Stahl mengatakan prinsip-
prinsip negara hukum diantaranya adaizh kepastian hukum dan perlindungan HAM.
Perlindengan HAM utamanya ditwjukan untuk melindungi rakyat dari kesewenangan
perguasa baik secara langsung melalui jaminan perlindungan vang secara eksplisit
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, maupun melalui mekanisme yang tidak
langsung seperti contohnya pemberian subsidi, upaya proteksi, dan penegakan hukum yang
adil. Dua elemen penting dalam prinsip negara hukum ini sesungguhnya saling terkait satu
sama lain. Ketika terjadi ketimpangan dalam perwujudan kepastian hukum maka secara

otomatis HAM juga ierlanggar.

b. Konsep asas desentralisasi

Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari
konsep Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Negara Indonesia sebagai Negara
Kesatuaan selain menganut asas sentralisasi, juga menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada
dacrah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pengaturan mengenai hubungan antara
pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk
dikaji dan dianalisis agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah konsekuensi adanya
konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam tataran teoritis dikenal adanya pembagian kekuasaan
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secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu
pembagian kekuasaan yang kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada
lembaga-lembaga negara. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu suatu
pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan satuan pemerintah lainnya yang lebih
rendah. Pembagian kekuasaan secara vertikal tersebut lebih laniut diatur dalam ketentuan
Pasal 18 ayat (1),ayat (2), avat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6} dan ayat (7) UUD 1945. Hal ini
sesuai dengan pendapai Eko Prasojo, etal yang menyatakan bahwa hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terwujud dalam pembagian kekuasaan
pemerintah dapat dibedakan kedalam pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsensus wuntuk menciptakan
keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melahirkan
deseniralisasi. Dengan mengingat bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dilakukan
secara sentralisasi maka desentralisasi menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang
diterima secara universal. Namun, kewenangan klasik yaitu politik luar negeri, pertahanan,
keamanan. justisi, moneter, dan fiskal dilaksanakan secara sentralisasi. Antara sentralisasi
dan desentralisasi bukan merupakan dikhotomi melainkan bersifat kontinuum.!® Hal ini
sesuai dengan pendapatnya Bhenyamin Hoessein, et.al yang menyatakan bahwa negara
merupakan organisasi. Secara teoritik dan empirik setiap organisasi, termasuk negara sclalu
menganui asas sentralisasi sejak kelahiran sampai akhir hayatnya. Namun, organisasi yang
besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi.
Sekiranya hanya dianut asas tersebut, niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki
oleh organisasi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu diperlukan juga asas

desentralisasi!®. Menurut GG.Shabbir Cheema and Dennis A.Rondinelli : ?°

Decentralization means different things to different people, and u variety of
motivations can be uncovered for the recent attempts 1o decentralize planning
and administration in developing countries. Decentralization is defined quile
broadly in this book to mean the transfer of planning, decision-making, or
administrative quthority from the central government to its field organizations,
local administrative umils, semi-autonomous and parustatal organizations, local
governments, or nongovernmemial organizations. Differemt  forms of

¥Eko Prasojo, Irfan Ridwan Maksum, Tegah Kurniawan, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah
. Antara Model Demokrasi Loka! dan efisiens! Struktural, Departemen llmu Administrasi Fakultas Ilmu Social
dan ilmu Politik Universitas Indonesia,, 2006, h. 11

i% Benyvamin Hoessein, Irfan Ridwan Maksum, Mohammad Riduansyah, Puji Nur Hanafl, Naskah
Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi
Daerah dan Kota, Fakultas 1imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,2603,h.58

% (3, Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, Decentralization and Development (policy
fmplementation in Developing Countries), Sage Publications, P. 13
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decentralization can be disiinguished primarily by the extent to which authority
10 plan, decide, and manage is transferred from the central government (o other
organizations and the amount of autonomy the “decentralized organization”
achieved in carrying out their tasks (Desentralisasi bermakna “berbeda hal untuk
orang yang berbeda-beda dan sampai saat ini banyak upaya yang telah dilakukan
untuk mendorong adanya desentralisasi baik dalam rencana maupun pelayanan
administrasi di negara berkembang. Desentralisasi diartikan cukup luas dalam
buku ini yang berarti pembagian kewenangan perencanaan, pengambilan
keputusan atau kekuasaan administratif dari pemerintah pusat kepada organ-organ
pemerintah (kementrian), pemerintah deerah, lembaga semi otonom (dalam hal
ini mungkin maksudnya adalah lembaga semacam komnas ham, KPK, KPP
termasuk juga kanwil), juga NGO. Varian/ragam desentralisasi dapat dibedakan
utamanya dari sejauh mana kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan
dan plaksanakan itu dibagi/didistribusikan dari pemerintah pusat pada organ yang
lain dan sejauh mana/sebesar apa kewenangan yang dimiliki oleh organ tsb
dalam menjalankan tugasnya)

Dari pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah ditetapkan dengan
menganut sistem otonomi luas, yaitu otonomi yang pada dasar kewenangannya banyak
diserahkan kepada daerah daripada pemerintah pusat, namun pelaksanaan otonomi tersebut
tentunya tidak dapat melepaskan dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan bahwa
“oleh karena Negara Indonesia itu suvatu eerheidsstaat, maka negara kesatuan tidak akan
mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staar juga”. Hal ini sesuai dengan
pendapatnya Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 (1) UUD 1945,
Indonesia adalah negara kesatuan, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18, ide negara
kesatuan tidaklah sentralistik. Kekuasaan negara dibagi kepada daerah-daerah melalui
desentralisasi kekuasaan. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Pasal 18 UUD
1945 menganut asas desentralisasi. Desentralisasi mengandung makna pelimpahan atau
penyerahan kewenangan atau tugas (overdracht van taken of bevoegdheid). Pola overdracht
{daiam rangka desentralisasi territorial) karena dalam negara kesatuan. Semua kewenangan
pemerintahan pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah pusat dengan berprinsip tidak
ada negara didalam negara. Sedangkan menurut Bagir Manan penyelenggaraan asas
desentralisas: menghasilkan daerah otonomi, sedangkan urusan yang diserahkan kepada
daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut otonomi daerah. Otonomi
adalah kebebasan dan kemandirian (Vrijheid dan zelfstandigheid) satuan pemerintahan lebih
rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan
yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi urusan rumah tangga

satuan pemerintahan yvang lebih rendah.
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Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat asas desentralisasi vang mengandung makna
bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata
dilakukan oleh pemeriniah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan
yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional fungsional,
demikian pendapat Bagir Manan®'. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan, persoalan
hubungan antara pusat dan daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik
timbul karena pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab pemerintahan negara tidak
hanya dilakukan oleh (dari) satu pusat pemerintahan, tetapi terdapat satuan pemerintahan
lebih rendah yang juga melakukan wewenang, tugas dan tanggungjawab melaksanakan
scbagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau yang dibiarkan dan diakui sebagai
urusan daerah bersangkutan. Desentralisasi pada negara kesatuan, berwujud dalam bentuk
satuan-satuan pemerintahan lebih rendah (territorial atau fungsional) yang berhak mengatur
dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.
Desentralisasi territorial menjelma dalam bentuk badan yang didastkan pada wilayah
(gebiedscorporaties), sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan—
badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporatiesy*. Hal itu membawa
makna bahwa satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur
dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Dengan demikian, desentralisasi
merupakan pengakuan hak atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
dacrah. Pendapat tersebut di atas senada dengan pendapat The Liang Gie yang menyatakan
bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang
pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan
segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah sebagai
pelimpahan kekuasaan dari penguasa negara kepada persekutuan-persekutuan vang
berpemerintahan  sendiri.  Desentralisasi meliputi  dekonsentrasi  atau  ambrelijke
decentralisatie yang dimaksudkan rakyat tidak diikutsertakan dalam pelimpahan kekuasaan
dan kewenangan sedangkan desentralisasi kenegaraan (staatskundige decentralisatie) atau
desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan

(regelendeen besturende bevoegheid) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

*iBagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menuwrut UUD 1945, Pustaka Sinar
Harapan,Jakara, 1994 h.30
Tbid, h3 & 13
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Hal ini juga dikuatkan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli?3 yang menyatakan
bahwa :

Although the awthors of various chapters in this book use different terms 10
identify degrees or forms of decentralization, all agree that the differences are
important. They refer 1o four major forms of decentralizations: deconcentration.
delegation to semi autonomous or parastatal agencies, devolution to local
governments, and transfer of functions from public to non government
institutions. (Meskipun para penulis dalam bab-bab buku ini menggunakan
banyak ragam istilah untuk membangun kriteria desentralisasi, semua sepakat
bahwa pembedaan adalah penting. Penulis-penulis tersebut mengacu pada 4
varian utama desentralisasi: dekonsentrasi, pendelegasian pada organ semi
otonom (kementrian dan kanwil), pembagian urusan pada pemerintah daerah dan
pendistribusian fungsi dari badan public ke swasta. (maksudnya seperti kerjasama
dengan pihak ketiga, seperti perizinan kan sekarang dikerjakan cipta karya, atau
pengelolaan jalan tol oleh pihak ketiga dii)

4.2.Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berhubungan dengan relefansi sosial suatu peraturan perundang-
undangan, seperti adanya kebutuhan sosial yang medorong dikeluarkannya suatu perundang-
undangan.”* Begitupula dengan pembentukan sistem kesehatan daerah Kota Surabaya dilatar
belakangi dengan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan kesehatan dalam rangka
mewujudkan mewujudkan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.?’

Visl kota Surabaya adalah “surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing globai
berbasis ekologi”.”® Surabaya kota sentosa menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang
menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat,aman, selamat dan damai untuk berkarya
dan beraktualisasi diri.”’Dalam rangka mewujudkan visi Kota Surabaya dijabarkan dalam
misi pembangunan kota yang salah satunya adalah mewujudkan sumber daya masyarakat
vang berkualitas.”® Misi tersebut senada dengan prioritas pembangunan nasional vaitu

NAWA CITA khusunya prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

2 @, Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, Op.Cir., P.18

*Tim Peneliti, Penelitian Hukum Tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dn yuridis Dalam
Pembentukan Perundang undangan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
Jakarta, 1996.

* Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Sekapur Sirih, www. dinkes.go.id. diakses 17 Oktober 2017.

** Visi Misi Walikota RPIMD 2016-2021, www.surabava.go.id, diakses |6 Oktober 2017.

7 Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 — 2021, www.JDIH.Surabaya . go.id, diakses 28
QOktober 2617, Bal.314,

%8 thid.
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masyarakat Indonesia.” Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Koia
Surabaya Tahun 2016 — 2021, bahwa dalam rangka mewwjudkan sumber daya masyarakat
yang berkwalitas dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan kualitas kesehatan.
Pembangunan keschatan Kota Surabaya diselenggarakan dengan mendasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan, dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan
manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut
usia (lansia) dan keluarga miskin.*® Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan
kota Surabaya terscbut maka perlu dilakukan pengelolaan di bidang kesehatan dengan sistem
kesehatan daerah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 — 2021 telah mencantumkan sasaran
peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan melalui :
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga
miskin. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut yaitu :
a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Arah kebijakan yang
dipilih, vaitu :
- Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok
tertentu
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Strategi yang diambil dari sasasmn tersebut yaitu :
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak
Arah kebijakan yang dipilih yaitu
- Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
- Pemberian imunisasi bayi dan batita
b. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping asi
- Pendampingan dan pemantauan status gizi dn makanan ibu hamil/menyusui, bayi dan

balita

*Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 — 2021, www.JDIH.Surabaya . go.id, diakses 28
Oktober 2417, Hal.38.

3% 1bid.
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- Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
- Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
- Pengembangan kampung ASI
3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan
Strategi yang diambil dari sasarn tersebut yaitu :
a. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar
sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan iimu kesehatan
Arah kebijakan yang dipilih :
-Pcrencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan
perkembangan ilmu kesehatan
- Peningkatan sarana prasarana keschatan melalut sistem informasi kesehatan
- Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
-Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
-Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan
perkembangan 1lmu kesehatan
b. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesma/Puskesmas Pembantu (Pustu)
sesual standar untuk keselamatan pasien.
Arah kebjjakan yang diptlih, yatiu:
-Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit dan pemantauan implementasinya
secara berkala
-Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikat dan akreidtasi
-Pengembangan manajemen serta pelayanan keschatan rujukan, medik, administrasi dan
keperawatan di sarana kesehatan
c. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana
kesehatan sesuai kebutuhan
Arahan kebijakan yang dipilih, yaitu :
-Perencanaan dna pengadaan obat dan perbealan kesehatan berbasis kebutuhan
4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
Strategi yang diambil dari sasarn tersebut, yaitu :
a. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan
preventif
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di mayarakat
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- Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan puskesmas
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Penyediaan pelayanan kesehatan khusus
5. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
a. Meningkatkan cakupan peserta KB aktif.
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
-Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik
Pemerintah
- Peningkatan partisipast peserta KB pria
-Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
-Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) / Bina Keluarga Remaja (BKR)/
Bina Keluarga Lansia (BK1).3!
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya sebagaimana datur dalam Peraturan
Dacrah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mengengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 — 2021 maka perlu diaturnya Sistem

Kesehatan Daerah Kota Surabaya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis mengenai pengaturan Sistem Kesehatan Daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten/ Kota tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan
peraturan daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi
dasar dalam pemungutan pajak. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah adalah
otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam
konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur
(regelend) dan mengurus (bestuur). Perbuatan *mengatur® berarti menciptakan norma hukum
yang berlaku umum dan umumnya bersifat abstrak sebaliknya mengurus memiliki arti
perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Menurut
Benyamin Hoesen (tt), secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan
kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu

(sccara konkret dan kasustik). Secara konseptual, maka pembentukan Perda termasuk dalam

* Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 — 2021, www.JDIH Surabaya . go.id, diakses 28
Oktober 2017, hal. 330.
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kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan
absirak. Apa yang dapat kita lihat dari pengaturan Perda dalam sistem perundang-undangan
di Indonesia sebagai peraturan yang mengikata umum, kbususnya dalam konteks
penyelenggaraan pemerintzhan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting
dani jenis peraturan ini. Terhadap hal ini Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu
kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus
rumah tangganva sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan
Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah, vaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelanggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Senada dengan kedua
pendapat tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan
perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan
daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah
tersebut adalah satuan pemerintahan otonom — berhak mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya sendiri. Dengan demikian Perda merupakan instrumen regulatif yang paling
penting dalam mengejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya
sendiri.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan
perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara/ pemerintah daerah.
Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan
wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan
konformitas (alat ukur unfuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah. Wewenang
merupakan sebuah istilah hukum vang sepadan dengan “authority”, “legal power”,
“hevoegheid”. Dalam konsep hukum “wewenang” mempunyai karakteristik sebagai
“tindakan hukum publik”.  F.A. Stroink sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon
menyatakan :“Dalam konsep hukum publiik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam
hukum tata negara dan hukum administrasi”.*? Sedangkan menurut Henc van Maarseveen :

“Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan

2 Hadjon, Philipus M,er,al,. Pengantar Hukum Adminisirasi Indonesia (Introduction to the Indonesian
Administrative Law), Gadjah Mada University Press,Yogjakarta, 1994
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hukum (rechtsmachf). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan
kekuasaan.

Tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini yang secara khusus mengatur tata
urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturan, hanya terbatas pada
asas yang menyebutkan misalnya : "Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.3? Atau dalam UUD ada
ungkapan “the supreme law of the land”.

Alasan tidak diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan Karena tata urutan
itt mempunyai konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan
perundang-undangan tingkatan lebth rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan
batal demi hukum {van rechtswege nieteg). Konsekuensi ini telah dianggap ada
walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan yang sebaliknya.®*

Fakior lain yang menyebabkan ketidaklaziman mengatur tata urutan peraturan
perundang-undangan, Karena sistem hukum positif tidak hanya berupa peraturan
perundang-undangan, melainkan juga meliputi hukum-hukum tidak tertulis
(yurisprudensi, hukum adat, atau hukum Kkebiasaan). Kaidah-kaidah hukum tidak
tertulis ini dapat juga dipergunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan
atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan tata urutan peraturan perundang-
undangan3>.

Menurut Bagir Manan ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian
mengandung beberapa prinsip, yaitu :

1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan
landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah atau berada di bawahnya.

2) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau
memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih
finggi.

3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya.

34 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nastonal, 2001, hal. 130,
35 Ibid, hal.130-131.
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4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau
diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling
tidak dengan yang sederajat.

5) Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi
yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak
dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain
itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari
peraturan perundang-undangan yang lebih umum?3®,

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan , khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi:

¢. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Selain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) , Pasal 8 ayat (1)
UU Nomor.12 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-
undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) vaitu jenis peraturan perundang-
undangan tersebut antara lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisiil, Bank
Indonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat,
Iaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota. Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasai 8 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 memberikan batasan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1)
yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (1)
mempunvai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

% Bagir Manan, Teori dan Politik Konstinsi, cetakan kedua, Op.cit, hal. 19,
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BABV

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

1. Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surabaya

tentang Sistem Kesehatan Daerah adalah untuk :

a. Sistem Keschatan Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota
Surabaya dalam menyusun dan merencanakan kebijakan bidang keschatan.

b. Sistem Kesehatan Daerah sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan kesehatan di tingkat kota dengan memperhatikan pembagian urusan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Sistem Kesehatan Daerah sebagai acuan dalam menata pembangunan kesehatan
secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamakan Usaha
Kesehatan Masyarakat. tanpa mengesampingkan Usaha Kesehatan Perseorangan.

d. Sistem Kesehatan Daerah ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua
komponen dalam pembangunan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada

masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Sistem Kesehatan Daerah diarahkan untuk
menata pembangunan keschatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen
dengan mengutamakan Usaha Kesehatan Masyarakat, tanpa mengesampingkan Usaha
Kesehatan Perseorangan.

Penyusunan Sistem Kesehatan dalam suatu peraturan tersendiri merupakan amanah dari
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka melaksanakan
pengelolaan di bidang kesehatan vang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu diaturlah sistem kesehatan nasional
melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatn Nasional.
Yang selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan sistem kesehatan perlu dilaksanakan
secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingakat daerah. Untuk itu setiap daerah
diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan daerah sebagai pedoman dalam rangka

melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Di Propinst Jawa Timur telah
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dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Sistem
Keschatan Provinsi. Peraturan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pengelolaan
kesehatan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan keschatn Pemerintah Kota juga memiliki kewenangan
untuk menyusun Peraturan Daerah yang dapat digunaken sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Dalam hal ini Kota Surabaya sebagai salah
satu kota di Jawa Timur juga memiliki kewenangna untuk menyusun suatu Peraturan
Daerah.

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2016-2021, Kota
Surabaya memiliki visi untuk mewujudkan“surabaya kota sentosa yang berkarakter dan
berdaya saing global berbasis ekologi”.?’ Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi
tersebut dijabarkanlah dalam misi pembangunan kota yang salah satunya adalah
mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.® Oleh karena itu dalam rangka
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut maka perlu dilaksanakan
pembangunan di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh Kota Surabaya difokuskan pada penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.®® Dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan kota Surabaya tersebut maka periu
dilakukan pengelolaan di bidang kesehatan dengan sistem kesehatan dacrah. Selain itu
meningkatnya jenis penyakit di wilayah Kota Surabaya juga menjadi alasan untuk segera
dibuat suatu peraturan yang menjadi dasar dan menjadi pedoman pengelolan di bidang
kesehatan khusus di wilayah Kota Surabaya.

Berdasarkan paparan diatas maka Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi regulator
terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat hendaknya
bisa segera tanggap untuk segera membuat aturan yang dapat digunakan sebagai
pedoman dan arahan dalam rangka pengelolaan di wilayah Kota Surabaya. Mengingat
pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota
Surabaya mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan
tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan, maka perlu disusunnya
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Sistern Kesehatan Daerah. Peraturan Daerah

3 visi Misi Walikota RPTMD 2016-2021, www.surabava.go.id, diakses 16 Okiober 2017.
3% [hid.
* Ibid.
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tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keschatan di tingkat
Provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan
sehagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; menata pembangunan
kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamnakan
UKM, tanpa mengesampingkan UKP; memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen
dalam pembangunan keschatan; dan melindungi masyarakat, pelaku, dan penyelenggara

kesehatan.

3. Ruang Lingkup

Dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan asas sistem
kesehatan nasional maupun asas dalam sistem kesehatan provinsi, materi yang diatur
dalam sistemn kesehatan daerah meliputi seluruh susbsistem pembangunan kesehatan,
antara lain : upaya kesehatan; sumber Daya Manusia Kesehatan; pemberdayaan
msyarakat; sediaan fanmasi, alat kesehatan, dan makanan; manajemen, informasi, dan
regulasi kesehatan; penelitian dan pengembangan kesehatan; dan pembiayaan kesehatan.
Substansi (isi) dari peraturan daerah int meliputi :

Bab 1. ketentuan umum;

Bab I1. asas, maksud dan tujuan;

Bab IlI. . Ruang lingkup

Bab IV. Upaya Keschatan

Bab V.  Sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, makanan

Bab VI. SDM Kesehatan

Bab Vil. Pembiayaan kesehatan

Bab VIII. Manajemen Kesehatan

Bab IX. Sanksi Administrasi

BabX.  Ketentuan penutup
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